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“Try to tend your worry prematurely and just face things head on, you can always stop and

rest. Everything will be okay”
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selalu bisa untuk berhenti sejenak dan istirahat. Semuanya akan baik-baik saja.”
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ABSTRAKSI
Nama : Tsanaya Aracelyna Putri
Nim : 201910110311401
Judul : Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Perusahaan Dalam

Sudut Pandang Kepailitan
Pembimbing. : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.
Nur Putri Hidayah, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aset digital seperti Non-Fungible
Token (NFT) dapat dimasukkan kedalam boedel pailit dengan kondisi yang masih memiliki
kekosongan hukum serta bagaimana legalitas dari sebuah NFT di Indonesia. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan
penelitian statue approach (pendekatan perundang-undangan). Penelitian ini menunjukkan
NFT dapat dinyatakan sebagai sebuah benda menurut KUHPerdata, sehingga NFT sendiri
dapat digiolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud. Hal itu menujukkan kalau NFT
juga dapat digolongkan dalam sebuah aset karena karakteristik nya yang memiliki nilai
ekonomis dan dapat diperjual belikan walaupun dengan harga yang sangat fluktuatif. Hal ini
didukung dengan pasal 499 KUHPerdata. Sehingga berangkat daripada penjelasan tersebut
maka NFT memiliki kemungkinan dimasukkan menjadi sebuah boedel pailit, selain memiliki
nilai ekonomis hal ini juga hal ini juga diperkuat dengan pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan
yang mana menjelaskan bahwa seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor harus
dimasukkan ke dalam daftar harta pailit. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini ialah NFT
dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis
dan dapat diperjual belikan sehingga NFT juga dapat dikatan sebagai sebuah aset. Dengan
begitu maka NFT memungkinkan untuk dimasukkan kedalam boedel pailit walaupun masih
memiliki kekosongan hukum dengan mengikuti peraturan yang sudah ada. Melalui penelitian
ini, penulis juga ingin menggarisbawahi pentingnya pembaharuan sebuah regulasi yang lebih
spesifik sesuai dengan asas hukum lex specialis derogate legi generali terkait aset digital
khusus nya NFT demi mengakomodasi perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang
makin pesat.

Kata kunci : Aset Digital, NFT, Kepailitan
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ABSTRACT
Name : Tsanaya Aracelyna Putri
Nim : 201910110311401
Tittle : Non-Fungible Tokens (NFT) as Corporate Digital Assets from a

Bankruptcy Perspective
Adviser : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.
Nur Putri Hidayah, SH., MH.

This research examines whether digital assets such as Non-Fungible Tokens (NFTs)
can be included in bankruptcy cases in conditions where there is still a legal vacuum and
what the legality of an NFT is in Indonesia. In this research, the author uses normative legal
research methods and a statute approach research approach (legislative approach). This
research shows that NFTs can be declared as objects according to the Civil Code so that
NFTs themselves can be classified as intangible movable objects. This shows that NFT can
also be classified as an asset because of its characteristics which have economic value and
can be bought and sold even at very fluctuating prices. This is supported by Article 499 of the
Civil Code. So based on this explanation, NFT has the possibility of being included in a
bankruptcy case, apart from having economic value, this is also reinforced by Article 101
paragraph (1) of the Bankruptcy Law which explains that all bankruptcy assets owned by the
debtor must be included in the list of bankruptcy assets. This research concludes that NFTs
can be classified as intangible movable objects that have economic value and can be bought
and sold so NFTs can also be considered an asset. In this way, NFTS can be included in the
bankruptcy court even though they still have a legal vacuum by following existing
regulations. Through this research, the author also wants to underline the importance of
updating a more specific regulation following the legal principle of lex specialis derogate
legi generali regarding digital assets, specifically NFTs, to accommodate the increasingly
rapid development of technology and the digital economy.

Keywords: Digital Assets, NFT, Bankcrupty
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